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Abstract 

This study aims to evaluate the appropriateness of the audit procedures for the 

cash account conducted by Public Accounting Firm (KAP) X at a Regional Public 

Service Agency (BLUD) with the provisions stipulated in Auditing Standard (SA) 

500 concerning audit evidence. This research employed a qualitative descriptive 

method. Data were obtained through direct observation and documentation of 

various audit evidence, such as cash reconciliation results, official reports of 

physical cash counts (cash opname), and bank balance confirmations. The results 

of the study indicate that the audit procedures implemented by KAP X are in 

accordance with the provisions of SA 500. This is reflected in the execution of 

procedures such as the verification of cash balances, periodic physical 

examinations, the application of analytical procedures, external (third-party) 

confirmations, evaluation of cash account transactions, and the disclosure of cash 

information in the financial statements. All these steps support the acquisition of 

sufficient and reliable audit evidence. Therefore, the audit has contributed to 

strengthening the accountability of cash management within the BLUD 

environment. In conclusion, the cash audit practices conducted by KAP X comply 

with the principles regulated in SA 500 and can serve as a reference for enhancing 

the quality of audits in the public sector. 
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1. PENDAHULUAN 

Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) merupakan unit 

kerja pada Pemerintah Daerah 

yang diberikan fleksibilitas dalam 

pola pengelolaan keuangan untuk 

memberikan pelayanan umum 

secara lebih efisien dan efektif. 

BLUD didirikan dalam upaya 

untuk mendorong kinerja 

pelayanan publik yang adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat, 

khususnya di bidang kesehatan, 

pendidikan, dan pelayanan sosial 

lainnya (Ardyan et al., 2023). 

Keberadaan BLUD bertujuan 

agar unit pelayanan publik tidak 

hanya bergantung pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah 

(APBD), melainkan juga mampu 

mengelola pendapatan sendiri 

dari kegiatan operasional yang 

sah dan resmi (Sulastiningsih et 

al., 2022). BLUD diberi ruang 

untuk menerapkan prinsip-

prinsip bisnis dalam pengelolaan 

keuangan, seperti pengelolaan 

kas, pencatatan piutang, hingga 

pengendalian biaya, sehingga 

lebih fleksibel dibandingkan 

dengan satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) biasa. 

Fleksibilitas ini memberikan 

keunggulan dalam responsivitas 

layanan serta inovasi keuangan 
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yang tidak selalu bergantung 

pada prosedur birokratis panjang. 

Namun fleksibilitas yang 

diberikan kepada BLUD ini tidak 

dapat dipandang hanya dari sisi 

keuntungan. Di sisi lain, entitas 

BLUD juga menghadapi 

tanggung jawab yang tinggi 

dalam mempertahankan 

integritas pengelolaan keuangan. 

Fleksibilitas ini tentu 

memberikan manfaat dalam hal 

percepatan pelayanan, efisiensi 

penggunaan sumber daya, dan 

peningkatan kinerja keuangan. 

Namun demikian, fleksibilitas 

yang tinggi ini juga menuntut 

tingkat akuntabilitas yang setara 

(Firmansyah, 2024). Salah satu 

aspek yang paling krusial dalam 

konteks pengelolaan keuangan 

BLUD adalah akun kas. Akun ini 

memegang peranan vital karena 

terlibat dalam hampir semua 

aktivitas ekonomi yang dilakukan 

oleh entitas BLUD. Kas memiliki 

karakteristik sangat likuid, 

artinya mudah untuk dikonversi 

dan disalahgunakan apabila tidak 

disertai dengan sistem 

pengendalian internal yang 

memadai (Wulandari & 

Khabibah, 2020). Oleh karena itu, 

penguatan sistem dan prosedur 

menjadi sangat penting untuk 

menjamin keuangan BLUD tetap 

dalam jalur yang akuntabel. 

Pengelolaan kas di BLUD 

cenderung lebih kompleks 

dibandingkan dengan instansi 

pemerintahan biasa, karena 

melibatkan banyak transaksi 

tunai yang berkaitan langsung 

dengan pelayanan kepada 

masyarakat, seperti pembayaran 

pasien di rumah sakit, 

penerimaan biaya layanan, dan 

pengeluaran operasional harian 

(Chandra et al., 2025). 

Karakteristik tersebut 

menjadikan akun kas sebagai 

salah satu titik rawan terhadap 

penyimpangan, baik yang bersifat 

administratif maupun tindak 

kecurangan (Pramesti & 

Azmiyanti, 2024). Kompleksitas 

ini menuntut kemampuan 

manajerial dan teknis dari pihak 

pengelola, termasuk dalam 

pencatatan dan pelaporan. Oleh 

karena itu, keberadaan sistem 

pengendalian internal yang kuat, 

serta pelaksanaan audit kas yang 

memadai, menjadi sangat penting 

dalam menjamin transparansi dan 

akuntabilitas keuangan BLUD 

(Hidayah, 2025). Sistem ini 

berfungsi sebagai perisai pertama 

untuk mencegah potensi fraud 

dan kesalahan pengelolaan dana 

publik. 

Dalam proses audit laporan 

keuangan, pemeriksaan atas akun 

kas serta setara kas merupakan 

tahap penting yang biasanya 

dilakukan pada tahap akhir audit. 

Hal ini disebabkan karena 

kewajaran saldo kas sangat 

dipengaruhi oleh hasil audit atas 

akun-akun lain, seperti 

pendapatan, belanja, dan aset 

lancar lainnya, kecuali 

persediaan. Akun kas serta setara 

kas umumnya bersifat material 

karena berkaitan langsung 

dengan kegiatan transaksi yang 

bersifat tunai dan likuid, serta 

berdampak langsung pada 

keandalan laporan keuangan. 

Oleh karena itu, audit atas akun 

ini memiliki bobot pengujian 

yang tinggi dalam penentuan 

opini auditor. Ketelitian dalam 

pengujian kas dapat menjadi 

penentu utama apakah laporan 

keuangan dapat diyakini atau 

justru harus mendapat perhatian 

khusus. 

Salah satu unsur penting 

dalam proses audit adalah 

pengumpulan bukti audit yang 

cukup, relevan, dan andal, 

sebagaimana ditegaskan dalam 

Standar Audit (SA) 500. Dalam 
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konteks audit atas kas, prosedur 

audit yang lazim dilakukan antara 

lain pemeriksaan fisik kas (cash 

opname), konfirmasi bank, dan 

rekonsiliasi saldo kas dengan 

catatan pembukuan (Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 

2021). Tujuan dari prosedur ini 

adalah untuk memastikan bahwa 

informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat 

dipercaya dan mencerminkan 

kondisi keuangan yang 

sebenarnya. Ketepatan prosedur 

ini tidak hanya mempengaruhi 

kualitas hasil audit, tetapi juga 

membantu organisasi untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan 

potensi kesalahan. Bukti yang 

valid dan cukup menjadi dasar 

yang kuat bagi auditor untuk 

memberikan opini secara objektif 

dan terpercaya (Pramudyastuti et 

al., 2025). 

Namun, pelaksanaan 

prosedur audit tersebut dalam 

praktiknya kerap menghadapi 

tantangan. BLUD sering kali 

mengalami keterbatasan dalam 

hal sumber daya manusia yang 

kompeten, sistem informasi 

akuntansi yang belum 

terintegrasi, serta kurangnya 

pemahaman auditor terhadap 

karakteristik operasional BLUD 

yang berbeda dengan instansi 

pemerintah biasa (Istiqomah & 

Nisa, 2025). Perbedaan 

mencolok, misalnya, terletak 

pada fleksibilitas BLUD dalam 

mengelola pendapatan dan 

pengeluaran secara langsung 

tanpa harus melalui prosedur 

penganggaran yang kaku seperti 

di SKPD. Oleh karena itu, 

pendekatan audit terhadap BLUD 

tidak dapat disamakan dengan 

pendekatan audit atas instansi 

pemerintah pada umumnya. 

Auditor harus memahami prinsip-

prinsip tata kelola keuangan 

BLUD agar dapat menyesuaikan 

prosedur audit secara tepat dan 

kontekstual. Ketidakmampuan 

auditor dalam memahami nuansa 

ini dapat menurunkan efektivitas 

pemeriksaan dan meningkatkan 

risiko temuan tidak terdeteksi. 

Berbagai kasus yang terjadi 

menunjukkan masih adanya 

kelemahan dalam implementasi 

sistem pengendalian kas pada 

BLUD. Misalnya, di RSUD 

Hasanuddin Damrah Manna, 

Bengkulu Selatan, dilaporkan 

kehilangan dana kas sebesar 

Rp360 juta pada periode Januari 

hingga Maret 2024. Dana tersebut 

tidak dapat 

dipertanggungjawabkan oleh 

bendahara pengeluaran, 

menimbulkan kecurigaan 

terhadap kemungkinan adanya 

penyimpangan atau kelalaian 

dalam sistem pengendalian 

internal rumah sakit. Peristiwa ini 

berpotensi mengganggu opini 

audit “Wajar Tanpa 

Pengecualian” (WTP) yang 

selama ini diperoleh oleh 

pemerintah daerah Bengkulu 

Selatan (Puspita & 

Budiwitjaksono, 2024). Contoh 

kasus seperti ini memberikan 

bukti nyata pentingnya 

pelaksanaan audit kas yang 

efektif serta kebutuhan terhadap 

penguatan regulasi dan kontrol 

internal. 

Fenomena serupa terulang 

pada kasus yang lebih besar di 

RSUD Ende, Nusa Tenggara 

Timur. Polres Ende menetapkan 

FM, mantan bendahara 

penerimaan RSUD Ende, sebagai 

tersangka atas dugaan 

penggelapan dana BLUD sebesar 

Rp1,9 miliar. Modus yang 

dilakukan mencakup tidak 

menyetorkan dana ke rekening 

resmi serta manipulasi laporan 

penerimaan. Dari jumlah 

kerugian tersebut, hanya sekitar 

Rp67 juta yang berhasil disita 
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oleh pihak berwenang, 

menunjukkan lemahnya 

pengawasan internal dan 

lemahnya sistem pelaporan 

keuangan yang seharusnya 

menjadi pertanggungjawaban 

bendahara kepada manajemen 

rumah sakit. Kasus ini 

memunculkan kekhawatiran 

serupa terhadap reputasi dan 

kepercayaan publik terhadap 

pengelolaan keuangan rumah 

sakit milik pemerintah daerah. 

Kejadian ini memberikan 

pelajaran bahwa audit kas bukan 

hanya formalitas, tetapi 

kebutuhan mendasar dalam 

menjaga keberlangsungan 

institusi layanan publik. 

 

Kasus-kasus tersebut 

mempertegas pentingnya 

penguatan sistem pengendalian 

intern dan efektivitas audit atas 

akun kas dalam entitas BLUD. 

Ketidaksesuaian prosedur audit 

dengan kondisi operasional 

BLUD dapat menyebabkan 

lemahnya pengawasan dan 

mengurangi deteksi dini atas 

potensi kecurangan atau 

kesalahan pencatatan. Oleh 

karena itu, penting untuk 

mengevaluasi apakah prosedur 

audit yang diterapkan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) 

sudah sesuai dengan Standar 

Audit (SA) 500, khususnya dalam 

konteks audit kas pada BLUD 

yang memiliki karakteristik unik. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji sejauh mana kesesuaian 

prosedur audit kas yang 

dilakukan oleh KAP X terhadap 

ketentuan SA 500, dengan 

mengambil studi kasus pada salah 

satu BLUD di sektor layanan 

kesehatan. Melalui pendekatan 

kualitatif dan kontekstual, 

diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi 

dalam penguatan kualitas audit 

serta mendorong terciptanya 

pengelolaan kas yang lebih 

transparan, akuntabel, dan sesuai 

dengan standar yang berlaku di 

lingkungan BLUD. Evaluasi 

yang dilakukan tidak hanya 

memberi manfaat teoritis, namun 

juga praktis bagi institusi 

pemeriksa dan pengelola 

keuangan BLUD. 

Dalam kerangka transparansi 

dan akuntabilitas publik, audit 

terhadap akun kas tidak hanya 

dilihat sebagai kewajiban 

prosedural, melainkan juga 

sebagai bentuk 

pertanggungjawaban moral 

kepada masyarakat. BLUD yang 

mengelola dana publik dituntut 

untuk menunjukkan integritas 

dalam setiap transaksi 

keuangannya. Audit yang 

dilakukan secara sistematis dan 

sesuai standar akan membantu 

mengungkap kelemahan sistemik 

serta memperkuat kepercayaan 

publik terhadap instansi 

pemerintah (Fidiana & Retnani, 

2023). Oleh karena itu, penting 

bagi auditor untuk memahami 

peran strategis audit kas sebagai 

instrumen tata kelola yang tidak 

hanya berdampak pada laporan 

keuangan, tetapi juga pada 

reputasi dan legitimasi BLUD. 

Dalam konteks ini, standar audit 

seperti SA 500 menjadi pedoman 

fundamental yang tidak bisa 

diabaikan oleh auditor sektor 

publik. Penerapannya secara 

konsisten akan meningkatkan 

kualitas pengawasan serta 

memperkecil risiko fraud dan 

mismanajemen dana. 

 

2. METODE 

Ditinjau terkait metode, 

penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif merupakan 

sebuah metode penelitian 

kualitatif sederhana dengan alur 
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yang dimulai dengan proses atau 

sebuah peristiwa penjelas yang 

pada akhirnya ditarik suatu 

generalisasi yang disebut sebagai 

kesimpulan (Alfiansyah & 

Priono, 2024). Data yang 

dikumpulkan bersumber dari 

hasil observasi langsung dan 

studi dokumentasi. Penelitian ini 

berfokus pada pelaksanaan audit 

akun kas oleh KAP X di BLUD, 

di mana observasi dilakukan 

untuk melihat proses verifikasi 

dokumen, konfirmasi bank, trace 

back, dan pelaksanaan cash 

opname secara langsung di 

lapangan, sedangkan studi 

dokumentasi mengumpulkan 

bukti-bukti pendukung seperti 

prosedur audit, dokumen audit, 

dan laporan keuangan yang 

relevan. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis untuk 

menarik generalisasi yang 

mencerminkan kesesuaian 

prosedur dengan Standar Audit 

500, dengan penerapan teknik 

triangulasi guna memastikan 

validitas dan akurasi temuan 

penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis 

data maka diperoleh hasil 

sebagaimana yang tertera di tabel 

berikut. 

 

Tabel1. Keselarasan Prosedur 

Audit Dengan Standar Audit 500 

 

Aspek Prosed

ur 

Audit 

Kas 

oleh 

KAP X 

pada 

BLUD 

Standa

r Audit 

500 

Kesela

rasan 

Verifi

kasi 

Verifika

si saldo 

Auditor 

harus 

Sudah 

sesuai, 

Doku

men 

Keuan

gan 

kas 

melalui 

dokume

ntasi 

(buku 

besar, 

neraca 

saldo, 

rekenin

g koran, 

CALK). 

memper

oleh 

bukti 

audit 

yang 

cukup 

dan 

tepat 

untuk 

menduk

ung 

kesimp

ulan. 

karena 

menca

kup 

verifik

asi 

saldo 

denga

n 

dokum

en 

keuan

gan 

utama. 

Pemer

iksaan 

Fisik  

Melaku

kan 

pemerik

saan kas 

(cash 

opname

) dan 

berita 

acara 

pemerik

saan. 

Bukti 

fisik 

lebih 

dapat 

diandal

kan 

dibandi

ngkan 

informa

si yang 

hanya 

berbasis 

dokume

ntasi. 

Sudah 

sesuai, 

karena 

saldo 

kas 

diperik

sa 

langsu

ng 

secara 

fisik. 

Prosed

ur 

Analiti

s 

Memba

ndingka

n saldo 

kas 

tahun 

berjalan 

dengan 

periode 

sebelum

nya dan 

meninja

u rasio 

cash 

ratio. 

Prosedu

r 

analitis 

digunak

an 

untuk 

mengid

entifika

si tren 

mencuri

gakan. 

Sudah 

sesuai, 

karena 

KAP 

melak

ukan 

analisi

s 

perban

dingan 

saldo 

dan 

rasio 

keuan

gan. 

Konfir

masi 

Ekster

nal 

Melaku

kan 

konfirm

asi 

saldo 

dengan 

pihak 

bank 

dan 

Konfir

masi 

pihak 

ekstern

al 

diperlu

kan 

untuk 

mening

Sudah 

sesuai, 

karena 

ada 

prosed

ur 

rekons

iliasi 

saldo 
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mencoc

okkann

ya 

dengan 

neraca. 

katkan 

keandal

an bukti 

audit. 

denga

n 

konfir

masi 

bank. 

Penge

ndalia

n 

Intern

al 

Mengid

entifika

si dan 

menelus

uri 

selisih 

saldo 

serta 

memint

a 

klarifik

asi dari 

manaje

men. 

Auditor 

perlu 

memper

tanyaka

n 

kebenar

an atas 

selisih 

saldo 

kepada 

pihak 

manaje

men. 

Sudah 

sesuai, 

karena 

memili

ki 

prosed

ur 

dalam 

berko

munik

asi 

denga

n 

manaj

emen. 

Mutasi 

Saldo 

Kas 

Memeri

ksa 

mutasi 

saldo 

dan 

memast

ikan hak 

pemerin

tah serta 

pencatat

an 

pendapa

tan. 

Auditor 

harus 

mengev

aluasi 

kelengk

apan 

pencata

tan 

transaks

i serta 

kewajar

an 

mutasi 

kas. 

Sudah 

sesuai, 

karena 

ada 

penguj

ian 

mutasi 

dan 

bukti 

pendu

kung. 

Kecuk

upan 

Pengu

ngkap

an 

Evaluas

i 

kecuku

pan 

pengun

gkapan 

kas 

dalam 

laporan 

keuanga

n 

BLUD. 

Lapora

n 

keuang

an harus 

menyaji

kan 

informa

si yang 

cukup 

agar 

pemaka

i 

laporan 

dapat 

memah

ami pos 

kas. 

Sudah 

sesuai, 

karena 

terdap

at 

evalua

si 

penyaj

ian 

dan 

pengu

ngkap

an kas. 
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Prosedur verifikasi dokumen 

keuangan dilakukan auditor 

dengan membandingkan saldo 

kas yang tercantum dalam buku 

besar, neraca saldo, rekening 

koran, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CALK). Langkah ini 

menunjukkan kesesuaian dengan 

SA 500 yang mewajibkan 

auditor memperoleh bukti audit 

yang cukup dan tepat. Verifikasi 

tersebut menjadi dasar untuk 

menarik kesimpulan awal 

mengenai kewajaran saldo kas. 

Selain itu, penggunaan dokumen 

utama dan relevan dalam proses 

ini memperkuat keandalan bukti 

audit yang dikumpulkan. Bukti 

audit berbasis dokumen juga 

penting dalam mengevaluasi 

konsistensi pencatatan kas 

selama periode audit. Auditor 

tidak hanya meninjau satu 

sumber, melainkan melakukan 

cross-check antar dokumen 

sebagai bentuk pengujian 

substantif. Pendekatan ini 

mencerminkan pemahaman 

auditor terhadap pentingnya 

triangulasi bukti dalam 

mendukung opini audit. Dengan 

demikian, langkah ini sudah 

sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip kecukupan dan 

kesesuaian bukti yang diatur 

dalam SA 500. 

Pemeriksaan Fisik (Cash 

Opname) 

KAP X melaksanakan 

pemeriksaan fisik kas (cash 

opname) secara langsung di 

lokasi dan 

mendokumentasikannya melalui 

berita acara resmi. Prosedur ini 

sangat relevan dengan ketentuan 

SA 500 yang menyatakan bahwa 

bukti audit yang bersumber dari 

observasi langsung memiliki tingkat 

keandalan yang lebih tinggi. 

Pemeriksaan fisik menjadi bagian 

penting dalam pengujian eksistensi kas 

dan menghindari risiko rekayasa saldo 

dalam catatan akuntansi. Dengan 

melihat dan menghitung kas secara 

nyata, auditor dapat memastikan bahwa 

saldo kas benar-benar tersedia dan tidak 

hanya tercatat secara administratif. Hal 

ini mengurangi kemungkinan 

terjadinya saldo fiktif atau penggelapan 

dana. Dokumentasi dalam bentuk berita 

acara juga memperkuat integritas 

proses pemeriksaan dan memberikan 

bukti formal yang sah. Prosedur ini 

memperlihatkan bahwa auditor telah 

menjalankan tugasnya dengan 

pendekatan yang objektif dan 

berdasarkan fakta. Oleh karena itu, 

prosedur cash opname oleh KAP X 

telah sepenuhnya memenuhi prinsip 

bukti audit yang dapat diandalkan 

sebagaimana diatur dalam SA 500. 

Prosedur Analitis 

Dalam pelaksanaan audit, KAP X 

menerapkan prosedur analitis dengan 

cara membandingkan saldo kas tahun 

berjalan dengan tahun sebelumnya serta 

menghitung rasio keuangan seperti 

cash ratio. Tujuan dari prosedur ini 

adalah untuk mengidentifikasi tren atau 

anomali yang mungkin 

mengindikasikan salah saji atau 

ketidakwajaran transaksi kas. Prosedur 

analitis ini sesuai dengan SA 500 yang 

mengakui analisis tren dan rasio 

sebagai bentuk pengumpulan bukti 

audit awal yang relevan. Selain 

berfungsi sebagai alat pengendalian, 

pendekatan ini juga berguna dalam 

mengarahkan auditor pada area yang 

memerlukan perhatian lebih lanjut. 

Ketika ditemukan fluktuasi yang tidak 

wajar, auditor dapat melanjutkan 
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dengan pengujian substantif 

yang lebih mendalam. Prosedur 

ini mencerminkan peran auditor 

dalam mengevaluasi kewajaran 

angka bukan hanya secara statis, 

melainkan juga secara dinamis 

dari waktu ke waktu. Penerapan 

analisis kuantitatif dalam audit 

ini juga membantu dalam 

meningkatkan efisiensi dan 

fokus pemeriksaan. Dengan 

demikian, penggunaan prosedur 

analitis oleh KAP X telah 

memenuhi ketentuan SA 500 

terkait relevansi dan kecukupan 

bukti audit. 

Konfirmasi Eksternal 

KAP X melaksanakan 

prosedur konfirmasi eksternal 

dengan mengirimkan permintaan 

saldo ke bank tempat BLUD 

menyimpan kasnya, kemudian 

mencocokkannya dengan catatan 

internal. Prosedur ini sangat 

penting karena konfirmasi dari 

pihak ketiga merupakan salah 

satu bentuk bukti audit yang 

paling andal menurut SA 500. 

Bukti yang berasal dari sumber 

independen eksternal seperti 

bank memiliki risiko bias yang 

rendah dan dapat memberikan 

kepercayaan lebih tinggi kepada 

auditor. Dalam hal ini, auditor 

tidak hanya menerima 

konfirmasi secara pasif, tetapi 

juga melakukan rekonsiliasi 

saldo untuk memastikan tidak 

ada perbedaan material. Apabila 

terdapat selisih, auditor dapat 

melakukan investigasi lebih 

lanjut untuk mengetahui 

penyebabnya. Konfirmasi bank 

juga menjadi tolok ukur atas 

keabsahan catatan saldo akhir 

periode yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan. Dengan demikian, 

pelaksanaan prosedur konfirmasi oleh 

KAP X tidak hanya sesuai, tetapi juga 

sangat mendukung prinsip keandalan 

bukti sebagaimana dimaksud dalam SA 

500. 

Pengendalian Internal 

Prosedur pengendalian internal 

dilaksanakan dengan menelusuri selisih 

saldo kas yang ditemukan dan meminta 

klarifikasi kepada pihak manajemen 

BLUD. Hal ini menunjukkan bahwa 

auditor tidak hanya melakukan 

pemeriksaan teknis, tetapi juga menilai 

sistem pengendalian internal atas kas. 

SA 500 menekankan pentingnya 

auditor mengevaluasi keandalan 

informasi yang diperoleh, termasuk 

melalui komunikasi dengan manajemen 

atas temuan yang bersifat tidak biasa. 

Penelusuran selisih kas ini dilakukan 

sebagai langkah untuk memastikan 

bahwa tidak terdapat salah saji material 

yang belum dijelaskan. Klarifikasi dari 

manajemen menjadi penting untuk 

mengidentifikasi apakah selisih 

tersebut berasal dari kesalahan teknis, 

waktu pencatatan, atau kemungkinan 

fraud. Evaluasi ini juga berguna untuk 

memberikan rekomendasi perbaikan 

sistem pengendalian di masa 

mendatang. Dengan pendekatan ini, 

auditor telah menjalankan fungsi 

detektif sekaligus preventif sesuai 

prinsip-prinsip yang diatur dalam SA 

500. Maka dari itu, prosedur ini 

mencerminkan kepatuhan penuh 

terhadap standar audit. 

Mutasi Saldo Kas 

KAP X melakukan pemeriksaan 

atas mutasi saldo kas dengan 

menelusuri setiap transaksi penerimaan 

dan pengeluaran selama periode audit. 

Tujuannya adalah memastikan bahwa 

semua transaksi telah dicatat dengan 
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lengkap dan benar sesuai dengan 

prinsip akuntansi. SA 500 

menyatakan bahwa auditor perlu 

memperoleh bukti mengenai 

kelengkapan dan keakuratan 

pencatatan. Dalam 

pelaksanaannya, auditor 

menelaah dokumen pendukung 

seperti bukti penerimaan kas, 

bukti pengeluaran, dan jurnal 

transaksi untuk memastikan 

keterjadian serta klasifikasi 

transaksi secara tepat. Prosedur 

ini penting untuk mendeteksi 

adanya transaksi yang belum 

dicatat atau dicatat ganda. 

Auditor juga memastikan bahwa 

hak dan kewajiban pemerintah 

daerah terhadap dana BLUD 

telah dicatat sesuai. Dengan 

pendekatan ini, auditor telah 

menjalankan tugasnya untuk 

menilai kewajaran mutasi saldo, 

serta menyiapkan dasar dalam 

menilai kewajaran saldo akhir 

kas. Prosedur ini menunjukkan 

kepatuhan yang kuat terhadap 

prinsip kecukupan dan akurasi 

bukti sebagaimana diatur dalam 

SA 500. 

Kecukupan Pengungkapan 

Kas 

Aspek terakhir yang dinilai 

adalah kecukupan pengungkapan 

kas dalam laporan keuangan 

BLUD. Auditor melakukan 

evaluasi terhadap penyajian kas 

apakah telah disampaikan secara 

jelas dan mencakup seluruh 

informasi penting. SA 500 

menegaskan bahwa laporan 

keuangan harus menyajikan 

informasi yang cukup untuk 

memungkinkan pemakainya 

memahami pos-pos keuangan 

secara memadai. Dalam konteks 

ini, auditor memeriksa apakah 

klasifikasi kas dan setara kas telah 

dilakukan dengan benar, serta apakah 

terdapat catatan tambahan atau CALK 

yang menjelaskan saldo kas secara 

rinci. Evaluasi juga mencakup 

transparansi atas sumber dana kas, 

pembatasan penggunaannya, dan 

kepemilikannya. Tujuan akhirnya 

adalah agar laporan keuangan tidak 

menyesatkan dan mencerminkan 

kondisi kas yang sebenarnya. Prosedur 

ini penting dalam menjaga akuntabilitas 

publik terhadap pengelolaan keuangan 

BLUD. Maka, berdasarkan hasil 

pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

KAP X telah memenuhi ketentuan SA 

500 dalam hal kecukupan 

pengungkapan. 

 

4. KESIMPULAN 

Prosedur audit kas yang diterapkan 

oleh KAP X pada Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) secara 

konsisten menunjukkan kesesuaian 

dengan Standar Audit 500. Ini terbukti 

dari berbagai aspek audit yang 

dilakukan, meliputi verifikasi saldo kas 

melalui dokumentasi, pemeriksaan fisik 

langsung (kas opname), pelaksanaan 

prosedur analitis untuk 

mengidentifikasi tren, konfirmasi saldo 

dengan pihak eksternal (bank) untuk 

meningkatkan keandalan, identifikasi 

dan penelusuran selisih saldo dengan 

klarifikasi manajemen, pemeriksaan 

mutasi saldo kas untuk memastikan 

kelengkapan dan kewajaran pencatatan, 

hingga evaluasi kecukupan 

pengungkapan kas dalam laporan 

keuangan. Keseluruhan prosedur ini 

mendukung perolehan bukti audit yang 

memadai dan relevan dalam 

mendukung kesimpulan audit atas akun 

kas BLUD. Namun, penelitian ini 

memiliki keterbatasan karena hanya 
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menggunakan metode observasi 

dan studi dokumentasi tanpa 

dilengkapi wawancara langsung 

dengan auditor atau pihak terkait. 

Hal ini dapat membatasi 

kedalaman informasi yang 

diperoleh dan pemahaman 

terhadap pertimbangan 

profesional dalam pengambilan 

keputusan audit. Oleh karena itu, 

disarankan agar penelitian 

selanjutnya dapat memperluas 

objek dan metode dengan 

melibatkan wawancara untuk 

memperoleh gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai 

pelaksanaan audit di sektor 

publik. 
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